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Lampiran 2 Artikel Yang Digunakan 

 Artikel [1] 

Judul  Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis 

Abstrak Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku karena 

informasi rekam medis bersifat rahasia dan harus dilindungi dari pihak-

pihak yang tidak berwenang. RSUD Kota Salatiga sudah melayani banyak 

permintaan pelepasan informasi medis, namun dalam proses 

pelaksanaannya masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan dan 

penulisan formulir permintaan pelepasan informasi medis dan tetap 

diterima oleh petugas yang menangani. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota 

Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan 

observasi/pengamatan. Data di analisis menggunakan analisa non statistik 

dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 

RSUD Kota Salatiga mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun 

masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang 

ada. Terdapat 3 standar prosedur operasional yang mengatur untuk 

menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pelaksanaan 

pelepasan informasi medis. Perlu adanya penegasan untuk memperketat 

persyaratan yang harus dibawa oleh pasien untuk permintaan pelepasan 

informasi medis agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien 

Kesimpulan Pelaksanaan pelepasan informasi 

medis di RSUD Kota Salatiga dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) 

Terdapat tiga alur pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota 

Salatiga yaitu alur pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, 

alur pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk visum et 

repertum, dan alur pelepasan informasi mediskepada pihak pendidikan atau 

penelitian. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai 

dengan Standar Prosedur Operasional yang ada. 

2) Petugas yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis di RSUD 

Kota Salatiga adalah Direktur Rumah Sakit, Petugas Bagian Tata Usaha/ 

Sekretariat, Petugas Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Dokter. 

3) Dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis dalam 

pelaksanaan pelepasan informasi medis, di RSUD Kota Salatiga sudah 

memiliki tiga Standar Prosedur yaitu Standar Prosedur Pelepasan Informasi 
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Rekam Medis, Standar Prosedur Kerahasiaan Dan Keamanan Rekam 

Medis, serta Standar Prosedur Peminjaman Dokumen Rekam Medis. 

 Artikel [2] 

Judul  Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum 

Et Repertum Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama 

Abstrak Berdasarkan studi pendahuluan di RS Singaparna Medika Citrautama 

ditemukan adanya keterlambatan penyerahan hasil visum et repertum dan 

tidak adanya prosedur tetap untuk pelepasan visum et repertum sehingga 

bagi pemohon dalam hal ini kepolisian dapat menyebabkan terhambatnya 

penyelidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

proses pelepasan visum et repertum di Rumah Sakit Singaparna Medika 

Citrautama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Subjek penelitian terdiri dari petugas rekam medis, kepala rekam 

medis dan petugas kepolisian. Analisis data menggunakan analisis tematik. 

Hasil penelitian ini ditemukan 6 (enam) tema, yaitu surat permintaan visum 

et repertum yang seringkali terlambat dari pihak kepolisian, 

ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan pelepasan visum dengan SOP 

dimana surat permintaan tidak diberi disposisi dari direktur rumah sakit, 

pemeriksaan visum kasus tertentu terkadang tidak dilakukan oleh dokter 

ahli, tulisan dokter pada pemeriksaan visum kadang-kadang tidak terbaca, 

pencatatan jenis visum dalam buku ekspedisi tidak dicantumkan, dan 

terjadinya keterlambatan pelepasan visum. Pelaksanaan pelepasan Visum 

et Repetum di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama belum sesuai 

dengan SOP yang berlaku dan masih terdapat permasalahan keterlambatan 

dalam pelepasan visum. Disarankan agar dapat meningkatkan pelaksanaan 

pelepasan visum sesuai SOP melalui sosialisasi dan komitmen kepada 

semua pihak yang terkait 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Pelepasan visum di RS Singaparna Medika Citrautama mengalami 

keterlambatan dikarenakan dokter spesialis yang memeriksa tidak ada di 

tempat, sehingga dokter jaga/dokter umum menggantikannya dan 

mengkonfirmasikan ke dokter spesialis, serta tidak terbacanya tulisan hasil 

visum dokter sehingga harus dilakukan revisi yang berulang kali. 

 Artikel [3] 

Judul  Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di RS 

Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 
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Abstrak Dalam Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku 

dan harus dengan persetujuan dan izin dari pasien karena hal ini bertujuan 

untuk melindungi RS dari tuntutan yang lebih jauh. Untuk itu pasien harus 

membuat atau mengisi pernyataan tertulis bahwa ia telah memberikan 

kuasa kepada pihak ke tiga untuk meminta data medis mengenai dirinya 

dari dokter atau rumah sakit. Tanpa surat persetujuan dari pasien tersebut, 

rumah sakit atau dokter tidak boleh memberikan data medis pasien. 

Permasalahannya yaitu, RS Muhammadiyah Taman Puring sudah memiliki 

SPO Pelepasan Informasi, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum 

sesuai dengan SPO yang ada, kemudian dalam pelepasan informasi medis 

pasien, masih ditemukan permintaan informasi medis pasien oleh pihak ke 

tiga tanpa adanya surat kuasa. Metode penelitian dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif, penulis mengamati dan meneliti secara langsung 

mengenai sistem pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Hasil penelitian menunjukan 

persentase ketidaksesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis 

terhadap SPO pada proses menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga 

sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua yaitu, 

permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, sebanyak 42% yang tidak 

sesuai, kemudian pada proses ke lima yaitu, memperlihatkan identitas asli 

yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, 

sebesar 58% yang tidak sesuai, sehingga rata-rata pelepasan informasi yang 

sudah sesuai SPO sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%. 

Kemudian persentase yang tidak menggunakan surat kuasa untuk 

pelepasan informasi medis oleh pihak ke tiga khususnya asuransi di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 sebanyak 68%. 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dari 95 

sampel permintaan pelepasan informasi medis oleh pihak asuransi yang 

dilakukan penulis di unit rekam medis dan bagian pelayanan asuransi di RS 

Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 di simpulkan sebagai berikut : 

Proses pelaksanaan pelepasan informasi 

medis di RS Muhammadiyah Taman Puring masih belum sesuai dengan 

SPO yang ada, yaitu pada proses menerima permintaan tertulis dari pihak 

ke tiga sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua 

yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, yang tidak sesuai dengan 

SPO ada sebanyak 42%, kemudian pada proses ke lima yaitu, 

memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari 
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pihak peminta dengan pasien, yang tidak sesuai sebesar 58%. Sehingga 

rata-rata pelepasan informasi yang sudah sesuai SPO yang ada sebesar 

76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%. Di RS Muhammadiyah 

Taman Puring terdapat kebijakan mengenai persyaratan pelepasan 

informasi berupa surat kuasa, materai 6.000, dan fotokopi identitas pasien 

dan pihak ke tiga. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

pelepasan informasi kepada pihak ke tiga khususnya asuransi yang tidak di 

sertai dengan surat kuasa dengan persentase yang tidak menyertakan surta 

kuasa sebesar 68%. 

 Artikel [4] 

Judul  Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Rekam Medis untuk 

Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 

Abstrak Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan penggantian biaya kesehatan 

atau klaim asuransi 

yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara 

tertulis dari pasien atau ahli warisnya. Berdasarkan observasi awal di 

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, diketahui permintaan informasi rekam 

medis untuk klaim asuransi non-JKN pada bulan April sampai Juni 2020 

sebanyak 24 permintaan. Sebesar 75% permintaan ditemukan belum sesuai 

standar prosedur operasional, yaitu tidak adanya persetujuan tertulis dari 

pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran 

pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim 

asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. Jenis penelitian 

berupa deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah petugas 

pelepasan informasi, kepala instalasi rekam medis, agen asuransi dan 

sebagian proses pelepasan informasi rekam medis. Analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis nonstatistik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim 

asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang belum sesuai 

dengan SPO, ada prosedur yang tidak ditaati yaitu permintaan pelepasan 

informasi tetap dilayani meskipun tidak melampirkan persetujuan tertulis 

dari pasien. Persyaratan yang harus dipenuhi belum lengkap, yaitu kurang 

surat kuasa pasien. Proses pengambilan pelepasan informasi sudah sesuai 

dengan SPO dan pernyataan responden. 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan a. Gambaran alur permintaan pelepasan informasi rekam medis untuk 

klaim asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dalam 
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pelaksanaan permintaan pelepasan informasi untuk klaim asuransi non- 

JKN, masih ditemukan belum lengkapnya pengisian formulir permintaan 

pelepasan informasi seperti tidak adanya surat kuasa pasien. 

b. Pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim 

asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang belum sesuai 

dengan SPO, ada prosedur yang tidak ditaati yaitu permintaan pelepasan 

informasi tetap dilayani meskipun tidak melampirkan persetujuan tertulis 

dari pasien. 

c. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan informasi 

rekam medis untuk klaim asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno 

Rembang sesuai dengan teori, hanya saja kurang kelengkapannya, yaitu 

surat kuasa dari pasien 

d. Hasil alur pengambilan hasil pelepasan informasi rekam medis untuk 

klaim asuransi non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang sudah sesuai 

dengan SPO yang ada. Di SPO tertulis pemohon membubuhkan nama 

terang dan tanda tangan di buku serah terima, bahwa isi (ringkasan) rekam 

medis telah diberikan. 

 Artikel [5] 

Judul  Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek 

Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia 

Medan Tahun 2018 

Abstrak Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi 

informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap 

kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Secara 

keseluruhan, keamanan (security), privasi (privacy), kerahasiaan 

(confidentiality) dan keselamatan (safety) adalah perangkat yang 

membentengi informasi dalam rekam medis. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu Direktur Rumah 

Sakit, Kepala Rekam Medis Rumah Sakit dan Petugas Penyimpanan 

Rumah Sakit. Analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan 

juga narasi dari hasil wawancara yang dilakukan. Dan dari hasil penelitian 

yang dilakukan di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan sudah optimal 

dan sudah melaksanakan SOP. Bagi instansi rumah sakit agar dalam 

menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien di RSU Imelda 

Pekerja Indonesia Medan, sebaiknya untuk pencatatan peminjaman atau 

untuk melakukan pelepasan informasi untuk pihak ke-3 dalam 

mendokumentasikan sebaiknya rumah sakit imelda medan menggunakan 

pendokumentasian terkomputerisasi agar lebih aman dan mudah untuk 

perhitungan data, pendokumentasian bertujuan sebagai bentuk bukti 

apabila terjadi tuntutan kelak. 



44 

 

 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa sistem pelepasan informasi RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan 

sudah optimal dan sudah melaksanakan SOP yang telah ada di RSU Imelda 

Pekerja Indonesia Medan. 

 Artikel [6] 

Judul  Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan 

Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 

Abstrak Pelepasan informasi medis merupakan pemberian informasi tentang 

kondisi kesehatan/penyakit yang diderita pasien serta resiko yang terjadi 

pada diri pasien. Terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam proses 

pelepasan informasi medis terkait asuransi jasa raharja di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sleman diantaranya tidak adanya surat kuasa yang ditulis 

oleh pasien maupun wali pasien (jika pasien tidak mampu membuat surat 

kuasa) dan tidak lengkapnya keterangan yang terdapat dalam Standar 

Prosdur Operasional (SPO). Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengevaluasi pelepasan informasi medis untuk asuransi jasa raharja 

berdasarkan aspek hukum, keamanan, dan kerahasiaan rekam medis dalam 

PERMENKES No. 269 tahun 2008. Penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi 

pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi Jasa Raharja, 

wawancara dengan petugas yang bertanggungjawab dalam pelepasan 

informasi medis yang ada di RSUD Sleman, dan dokumentasi SPO 

pelepasan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi Standar 

Prosdur Operasional (SPO) baru terkait proses pelepasan informasi medis 

untuk asuransi jasa raharja serta sosialisasi Standar Prosdur Operasional 

(SPO) baru terkait pelepasan informasi medis untuk asuransi jasa raharja. 

Pembaruan SPO tersebut sangat penting karena dapat menjaga keamanan 

dan kerahasiaan berkas rekam medis sehingga tidak dapat disalah gunakan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan a. Dalam kelengkapan syarat-syarat pelepasan informasi medis di RSUD 

Sleman belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya surat kuasa yang 

ditandatangani oleh pasien atau wali pasien yang digunakan untuk 

membuka atau menyalin resume medis pasien. 
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b. Informasi yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis untuk 

klaim asuransi Jasa Raharja tergantung dari informasi apa saja yang akan 

dibutuhkan oleh pihak Jasa Raharja, informasi yang dibutuhkan berupa 

grafik vital sign, hasil pemeriksaan laboratorium, resume, hasil 

pemeriksaan penunjang seperti radiodiagnostik. 

c. Alur pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi Jasa Raharja sudah 

jelas dan mudah dipahami. 

 Artikel [7] 

Judul  Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan 

Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman 

Abstrak Pembukaan atas rahasia kedokteran (medis) dapat diartikan sebagai adanya 

suatu kegiatan pelepasan informasi medis pasien yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan di rumah sakit untuk berbagai macam kepentingan. 

Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk kepentingan klaim asuransi 

perlu didukung dengan adanya suatu pernyataan atau persetujuan tertulis 

yang diperoleh dari pasien agar tercapainya pemenuhan aspek hukum 

kerahasiaan berkas rekam medis. Jenis penelitian ini berupa deskriptif 

kualitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

sebanyak 37 berkas rekam medis. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti memperoleh hasil belum terdapatnya Standar Prosedur 

Operasional (SPO) yang secara khusus mengatur tentang pelepasan 

informasi medis untuk kepentingan klaim asuransi di rumah sakit XY 

Sleman. Belum optimalnya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan rekam 

medis, dari 37 berkas rekam medis yang digunakan untuk pelepasan 

informasi medis untuk kepentingan klaim asuransi, terdapat 24 atau 

sebanyak 65 % berkas rekam medis yang hanya disertai salah satu 

persetujuan tertulis dari pasien baik yang berupa formulir pernyataan atau 

surat ijin tertulis pasien. Terdapat 5 atau sebanyak 13 % berkas rekam 

medis yang digunakan untuk pelepasan informasi medis yang sudah 

disertai dengan surat pernyataan pelepasan informasi medis dan surat ijin 

tertulis pasien secara lengkap, dan terdapat 8 atau terdapat 22 % berkas 

rekam medis yang sama sekali tidak disertai dengan persetujuan pasien, 

baik berupa 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Rumah sakit XY sleman belum memiliki SPO secara khusus yang 

mengatur penyelenggaraan pelepasan informasi medis untuk kepentingan 

klaim asuransi. Proses pelepasan informasi medis terkait klaim asuransi 
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yang tidak disertai dengan persetujuan tertulis dari pasien, 

mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan 

rekam medis.  

 Artikel [8] 

Judul  Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Asuransi Komersial 

Di Rsi Sultan Agung Semarang Tahun 2021 

Abstrak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

menyebutkan bahwa rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak-

hak pasien. Survei awal menemukan bahwa waktu penyelesaian 

pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim terkendala, tergantung 

pada kehadiran dan kemauan dokter untuk mengisi informasi medis. 

Kendala-kendala tersebut kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi 

pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan rilis 

informasi medis untuk klaim asuransi komersial di RSI Sultan Agung 

Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2021 

dengan 2 subjek yaitu petugas asuransi dan kepala unit rekam medis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara online dan dianalisis 

secara deskriptif berdasarkan peraturan RS Sultan Agung dan aspek hukum 

kesehatan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan rilis informasi telah menjaga privasi pasien, setiap rilis 

informasi medis diikuti dengan izin dari pasien/keluarga, rilis kepada pihak 

ketiga disertai surat kuasa, rilis informasi medis diberikan oleh dokter 

DPJP. . Namun, penyampaian informasi medis belum melibatkan direktur 

dan peraturan tentang standar waktu penyelesaian belum dilaksanakan 

secara optimal. Saran dari penelitian ini adalah mengevaluasi peraturan 

yang berlaku. 

Topik Pelepasan informasi data medis pasien. 

Kerahasiaan data medis pasien. 

Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Pelaksanaan pelepasan informasi 

medis di RSI Sultan Agung sudah terdapat SPO yang mengatur 

pelaksanaanya yaitu SPO Pelayanan Asuransi. Pengaturan dalam SPO 

Pelayanan Asuransi sudah sesuai dengan PMK Nomor 36 Tahun 2012 

tentang rahasia kedokteran yaitu mengenai persyaratan untuk dapat 

mengakses informasi medis pasien. Kelengkapan isi formulir asuransi 

ditulis dan ditandatangani dokter DPJP atau dokter yang merawat pasien 

dengan informasi medis yang diberikan cukup terbatas namun tetap relevan 

meliputi diagnosa medis, riwayat pengobatan dan tindakan medis selama 

menjalani perawatan di rumah sakit. Kendala Ketidakhadiran dokter dalam 
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pengisian formul lir informasi medis/asuransi dapat diatasi dengan peran 

direktur untuk dapat memberikan informasi medis sesuai peraturan yang 

berlaku. Oleh karenanya diperlukan evaluasi regulasi untuk memberikan 

kepastian kepada petugas dalam memperoses pelepasan informasi medis 

supaya pemenuhan hak pasien dapat terlaksana sesuai batas waktu yang 

menjadi standar dari RSI Sultan Agung.  

 Artikel [9] 

Judul  Data privacy and confidentiality from the perspectives of general public 

and health care providers in Jordan 

Abstrak Tujuan: Untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keyakinan tentang hak 

privasi dan kerahasiaan dari sudut pandang masyarakat umum (GP) dan 

profesional sistem kesehatan (HS) di Yordania.  

Metode: Kuesioner deskriptif cross-sectional berbasis online 

didistribusikan di seluruh Yordania selama Mei & Juni 2020. Sebanyak 388 

responden mengisi survei online menilai pengetahuan, sikap, dan pendapat 

mereka tentang hak privasi dan kerahasiaan yang dipraktikkan selama 

kontak profesional antara pasien dan penyedia layanan kesehatan mereka. 

Hasil: Di antara responden, 44 (11,3%) peserta adalah profesional 

perawatan kesehatan, dan 344 (88,6%) peserta berasal dari masyarakat 

umum. Sebagian besar responden adalah perempuan (69,6%) dan usia rata-

rata adalah sekitar 27 tahun. Sumber utama pengetahuan tentang hak pasien 

atas privasi dan peraturan kerahasiaan berasal dari platform sekolah dan 

media. Hanya 18,1% dari responden dokter umum yang melaporkan bahwa 

mereka telah diperkenalkan dengan hak pasien untuk privasi dan peraturan 

kerahasiaan oleh staf medis selama kontak profesional. Hampir sekitar 

97% responden dokter umum dan 93,2% profesional HS menghargai hak 

pasien untuk memastikan tingkat privasi data mereka sebelum menerima 

perawatan medis. Persentase yang secara signifikan (P = 0,012) lebih tinggi 

(93%) dari responden dokter umum percaya bahwa tidak boleh ada 

prioritas privasi berdasarkan jenis kelamin pasien. Sebagian besar 

responden dokter umum memiliki kekhawatiran tentang catatan medis 

elektronik yang dilanggar dan data mereka diakses oleh pihak yang tidak 

berwenang. 

Topik Peraturan pelepasan informasi data medis pasien. 

Kesimpulan Masyarakat umum dan profesional sistem kesehatan di Yordania akrab 

dengan hak pasien untuk privasi dan peraturan kerahasiaan. Lebih banyak 

upaya harus dilakukan untuk memberi tahu pasien tentang hak mereka atas 

privasi dan praktik kerahasiaan ketika mereka melakukan kontak 

profesional dengan penyedia layanan kesehatan mereka. Selain itu, aturan, 
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undang-undang, dan perjanjian hukum harus dibuat dan dipantau secara 

efektif untuk mencegah pelanggaran privasi. 

 

Lampiran 3 Bukti Pencarian  Pada Database Google Schoolar 

 

Pencarian yang dilakukan pada tanggal 29 November 2022 dengan menggunakan 

database Google Schoolar untuk mencari jurnal nasional berdasarkan pada tabel 

2.1 dengan hasil pencarian 586 jurnal 

Lampiran 4 Bukti Pencarian Pada Database PubMed 

 



49 

 

 

Pencarian yang dilakukan pada tanggal 29 November 2022, dengan menggunakan 

database pubmed untuk mencari jurnal internasional berdasarkan tabel 2.2 dengan 

hasil pencarian sejumlah 56 jurnal   

 

Lampiran 5 Contoh Jurnal Tidak Sesuai Dengan Judul atau Tema 

 

 

Berikut ini merupakan jurnal yang tidak sesuai dengan tema atau pembahasan 

yang diteliti, sehingga di eksklusi oleh peneliti 
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Lampiran 6 Contoh Jurnal Yang Tidak Full Text 

 

 

Lampiran 7 Contoh Jurnal Yang Tidak Full Text 

 

Berikut ini merupakan jurnal yang tidak fuul text, sehingga di eksklusi oleh 

peneliti. 
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Lampiran 8 Jurnal Terakreditasi Sinta 
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Lampiran 9 Jurnal Yang Digunakan  

 

Jurnal 1: Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis 
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Jurnal 2: Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan 

Visum Et Repertum Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama 

 

 

Jurnal 3: Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di 

Rs Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 
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Jurnal 4: Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk 

Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 

 

 

Jurnal 5: Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin 

Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja 

Indonesia Medan Tahun 2018 
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Jurnal 6: Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum 

Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 

 

 

Jurnal 7: Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses 

Pelepasan Infoemasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman 
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Jurnal 8: Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Asuransi 

Komersial di RSI Sultan Agng Semarang Tahun 2021 

 

 

Jurnal 9: Data privacy and confidentiality from the perspectives of general public 

and health care providers in Jordan  
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Lampiran 10 Dokumentasi Konsul KTI 

  

 

 


